BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan
Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-
2025 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi  Sulawesi  Selatan Tahun  2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 38);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Pengganggaran Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005-2025.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang
dilaksanakan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten Luwu
Timur adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

7. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan  untuk
mewujudkan visi.

9. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran
dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan
pemerintahan daerah yang dapat terukur.

10. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan
dari suatu program atau keluaran dari suatu

kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya
pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan
tujuan, serta arah  kebijakan dan  sasaran
pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun
2005-2025 sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah



BAB III Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV Visi dan Misi

BABV Arah Kebijakan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah

BAB VI Kaidah Pelaksanaan

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Agustus 2016
BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

BAHRI SULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN :



I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 - 2025

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara
berjangka, yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 tahun),
jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan untuk jangka
waktu 1 tahun disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
dan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan
PRPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahun yang
memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu
kepada RPJP Nasional sebagaimana ditegaskan pula antara lain
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 - 2025.

RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang memuat kebijakan dan strategi pembangunan
daerah yang akan dikembangkan dalam jangka panjang (dua puluh
tahun), akan lebih diarahkan dan difokuskan pada bidang sosial
ekonomi, khususnya pendidikan dan kesehatan, dengan didukung
oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
(SDA), yang RAMAH lingkungan. Meski demikian tidak berarti bahwa
bidang-bidang lainnya, seperti bidang budaya dan agama, politik,
hukum, pemerintahan, dan seterusnya, tidak mendapat perhatian
secara proporsional. RPJPD kabupaten Luwu Timur mengacu pada
RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan RPJP
Nasional.

Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi
Kabupaten Luwu Timur saat ini, serta harapan Kabupaten Luwu
Timur dimasa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan
dituangkan dalam visi-misi Kabupaten Luwu Timur yang dijabarkan
dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara
bertahap dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaaannya, RPJP Kabupaten Luwu Timur 2005 —
2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya



dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Tahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam
masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan
program dari Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 - 2025

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 - 2025

BAB I Pendahuluan

BABII Gambaran Umum Kondisi Wilayah

BAB III Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV Visi dan Misi

BAB V  Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB VI Kaidah Pelaksanaan





